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alzlm era globa-
lisasi, transaksi
bisnis internasional
i vang melibatkan
f . plhak darl berbagai
iyt sistem hukum yang

h-erbmla tetah meningkat secara
drastis,

Dalam transaksi internasio-
nal tersebut, pihak yang terlibat
kadang-kadang memiliki per-
speklif, pengerlian atau penaima.n
yang berbeda terhadap perjanjian
vang dikarenakan perbedaan latar
belakang budaya dalam nielakukan
transaksi bisnis. Perbedaan tersebut
tentu menyebabkan sengketa yang
tidak dapat dilindari.

Secara glebal, arbltrase interna-
sional telah berkembang menjadi
-galah sam metode penyelesajian
paling efisien dalam sengketa per- .
dagangan, termasul sengketa - o
rmigas, ekspor-impor, perbankan

layaran, pertambangan, dan perpa-
jakan.

Perlkembangan ini tidak saja
terjadi di negara mafu tapi juga
di negara berkembang, termasuk
Indonesia: Dengan ratifileasi
Indonesia atas United Nations

. Conwention on the Recognition and '

Enforcement of Foreign Arbitral
Awards (New York, 10 Juni 1958)
(Konvensi New York 1958) dan
kemudian dengan disahkannya
Undang-Undang Nomor 30 Tahun®

- 1999 mengenai Arhitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengheta
(UU Nomer 30/1999), Indonesia
telah berkomitmen untuk meng-"
akui dan melaksanakan putus-
an arbitrase aging dalam wiiayah
hukumnya.

Walaupun terdapat peningkatan
jumlah ekselkusi arbitrase interna- -
sional di Indonesia dari tahun ke
tahun, resistensi terhadap arbitrase
internasional tetap ada.

< ‘hukum yang memiliki peiigetah
dan keuangan; konstruksi gedung, -
konstruksi jalan, infrastruktur, pe-:
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-Dan mmgkah berasal dan |
praktisi hukum yang tidak terfalu
memahami proses arbiirase fnfei- -
nasional dan melihal arbitrase in-
ternasional sebagai proses hulkiun
vang relatif lebih sukar untuk dite-
bak hasil akhirnya dibandingkan
dengan proses pengadilan biasa, -

Persepsi ini tenlu saja dipengaruhi -

oleh maraknya korupsi yudisial **
dalam sistem hukum Indonesia.
Sikap oposisi ini seringkali

- muncul tidak hanya dalain foruimn
arbitrase internasional telapi juga

arbitrase domestik yang pada akhir--
nya menyebabkan munculiya
anggapan bahwa Indonesia adalah
negara vang lidak ben%ahabat lr:rha-

'dap ploses arbitrase, :
. Namun deriikian, posisi ini sediz |

kit demi sedikit mulai berubah ka
“rena adanya reforimasi hikiin dar

munculnya generasi mida prakis

“yang baik atas pioses a:i)xlrase in-
ternasional;: - 7 W
Adalah sangat penting untuk
memnahaini definisi putusai
arbiirase internasional dan do-
mestik dikarenakan hal'lerse- -
but akan memengaruhi

Poses eksekusmya da.lam wﬂa}ralt

Indomesia, * -, o
Untuk putusan arbitrase do-
mestik, putusan tersebut harus-

- didaftarkan di pengadilan negeri

yang berwenang dalam wakiu 30
haii sejak tanggal pul.usan aIbltrase
diucapkan.

Untuk putusan arbitrase intema—
sional, tidak terdapat batas waktu
bagl pendaflarah putusan tersebul.

Faktor utaina vang digunakan

- uhtuk ienentukan apakah suatu

pulusan arbitrase merupakan
putusan arbitrase intetnasional:
adalah faktor territorial.’
Berdasarkan-Uu Nomor 3071999,
‘pubiizan arbitrase’ internasional
didefinisikan sebagal putusan yang
dijatuhkan oleh institusi arbitrase
. atdu arbiter ad-fioe di luar wdayﬂh :
-hukum Republik Indonesia; atau
utusan oleh suatu mshtusu arbi-

‘Tihdonesia dianggap sebagai putusan

-arbitrase internasional sedangkan
" untuk putysan arbitrase domestik,

; ‘ ‘putusan tersebut didefinisikan se-
- bagai putusan

yang dijauhkan
Adalam wilayah

Qs Nesalabe
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"g"ﬂ._nmum

_hukum Inilonesia.

Namun, dalam perkembang-
annya, faktor teritorial tidak lagi
menjadi satu-satunya faktor untulk

- menentukan apakah suatu putusan

arbitrase merpakan putusan inter-
nasional atau domestik.

Putugan arbitrase ICC Nomor
14387 /JB/JEM antara PT Pertamina
EP dan PT Lirik Petroleum -

- (Pertamina v Lirik) diklasifikagikan
* sebagai putusan arbitrase interna-

sional walaupun tempat arbitrase |
adalah di [ndonesia.

Hakim mempertimbangkan '
bahwa walaupun diputuskan dalam
wilayah hukum Indonesia, ada

unsur- unsur asing seperti bahasa

yang digunakan, mata vang, insti-
+tusi arbitrase, forum penyelesaian
sengheta, dan aturan yang diguna-
kan yang dapat mengklasifikasikan
putusan tersebut sebagal putusan

. arbitrase internasional. 1

Namun demikian, yuisprudensi
lainnya sangat diperlukan untuk

melihat perkembangan pandangan
umum hakim Indonesia mengenai
penafsiran istilah putusan arbitrase
internasional.

EKSEKUSI PUTUSAN
Indonesia menjadi plhak f.laiam
Konvensi New York 1958 dan UU -
Nomor 30,1999 mengatur prose-
dur putusan arbitrase internasio-
nal, oleh karena ity secara umum
putusan arbitrase internasional .
diakui dan dapat dilaksanakan di
Indonesia. -~
Namun pada prakteknya, adan}fat
upaya-upaya dari pihak praktisi
hukum yang kurang mendulkung
arbitrase dengan melaksanakan -
gugatan ke pengadilan negeri ber- |
samaan dengan proses persidangan,
arbitrase, juga dengan marak-
nya korupsi yudisial, sangatlah
menyulitkan eksekusi putus-.
an arbitrase internasional di
Indonesia.
Namun demikian, me.nmgkat- i
nya. jumlah praktist arbitrase di. .
Indonesia memberikan efek pusml’
bagi perkembangan arhitrase inter-

" nasional di Indonesia, Diharapkan
- perkembangan yang positif ini akan

mendorong sikap pro arbitrase di
antara plﬂl‘:ELSI hukumn dan juga
para hakun



